BUPATI DEMAK SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN DEMAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak nomor 43
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi
Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di
Kabupaten Demak;

.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jenis

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di
Kabupaten Demak dan sesuai dinamika peraturan
perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 43
Tahun 2015 perlu diubah dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Di Kabupaten Demak;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);



4.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 7);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan
Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten Demak Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan
Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2018 Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 16);



Menetapkan

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 4);

Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Menara
Telekomunikasi Dan Retribusi Menara Telekomunikasi
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara
Telekomunikasi Dan Retribusi Menara Telekomunikasi
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomoor 24);
Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Demak
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 43);
Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 12);
Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA DI KABUPATEN DEMAK.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Kepada Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2015 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Alokasi anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh
perseratus) untuk semua jenis pajak daerah dan
retribusi daerah.

(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

Pajak Hotel,

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

j- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. retribusi jasa umum, meliputi:

1. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
retribusi pelayanan pasar;

retribusi pengujian kendaraan bermotor;

a ok LN

retribusi penyediaan dan/atau penyedotan
kakus;

6. retribusi pengendalian dan pengawasan menara
telekomunikasi; dan

7. retribusi pelayanan tera/tera ulang.



b. retribusi jasa usaha, meliputi:
retribusi pemakaian kekayaan daerah;
retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
retribusi tempat pelelangan;

retribusi terminal;

1
2
3
4
S. retribusi tempat khusus parkir;
6. retribusi rumah potong hewan;
7. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
8. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
c. retribusi perizinan tertentu, meliputi:
1. retribusi izin mendirikan bangunan;

2. retribusi izin trayek; dan

3. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan
tenaga asing.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Tata Cara penghitungan bagi hasil pajak daerah dan
retribusi daerah untuk setiap Desa diatur secara
merata dan proporsional.

(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata
kepada seluruh Desa;

b. 30% (tiga puluh perseratus) dibagi kepada Desa
secara proporsional; dan

c. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara merata

kepada Desa lunas PBB P2.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 51
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